WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ¢4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daggh Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggatan
\Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; | -
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b behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Arnggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayet (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negars yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiza Nomor 3851); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta.ng Keuangan Negara {lLembaran Negara Republik Indonema Tahun 2003
Nomoar 47, Tambahan Lembaran NEgara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomer 5 Tambahan Lembaran Negara Republik lsdonesia Nomor 4355); _

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesm
Nomor 4400}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daemah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesfa Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku {Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 20407 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajpk: dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indqnesié
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234];
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rekyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahisn aerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintzahan Daemh (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momar 4028); .

Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temtang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repuhhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4578};

. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4582];

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengearaan Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 165, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4592);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Namor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nemor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informesi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5155}

Peraturan Pemerintah Nemor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntensi Pemerintahan {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 31653);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibash (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomot 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaarn Undang-Undang Nomer 6 Tehun 2014

tentang Desa {Letnbaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Taml:ahan Lembarah Negara Republik

Indonesia Normor 5539);

Peraturan Femerintah Nomor 60 Tatiun 2014 terttang Dana Desa yang bersumber dari Arggaran Pendapatan dan Belanja
Negara schogaimana telah diubah dengan Peratwan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahun 2014 tertang Dana Desa yang

bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2615 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5694, .

Peraturan Menteri Dalhm Negeri Nomor 21 Tahlun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2{}{}6 tentang Pedoman Pf:ngelulaan Keuvanpgan Daerah;

. Peraturan Metiteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomen Pemberian Hbah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bdanja Dacrah scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
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Menter{ Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neged
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedemen Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor (3 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Deersh Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 teptang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembgran Daerah Tahun 2014 Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Pemal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angparan 2017 terdiri aas :

1] Pendapatan:

8) Peridapatan Asli Daerah Rp. 21.911.322.661,00

b Dana Perimbangan Rp 526.350.097.000,00

d Lainiain Pendapatan Daerah yvang sah Rp. 77.093.580.100,00
Jumlah Pendapatan Rp. 625.354.999.761,00

24 Belanja :
| 2 Belanja Tidak Langsung: .

1. Belanja Pepawai Rp. 163.165.52%2.000,00

2. Belanja Subsidi Rp. 1.900.000.000,00

3. Belanja Hibah Rp. 19.523.700.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangain Rp. 65.749.842.100,00

6. Belanja Tak Terduga Rp. 4.000.000.000,00

- Jumlah Tidek Langsung Rp. 254.339.071.100,00
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Belanja Langsung:

1. Belanja Pegawal

2 Belanj Baerang dan Jesa

3. Belanja Modal

Jutrlak Belanja Langsung

Jumiah Belanja
Surplus f [Defisit)

Pembiayaen :

4] Penerimaan

‘B Fengéluaran

Jurnlah Pembiayaan Neto

Sise Lebih Pernblayaan Anggaran Tahurn Berkenaan

g FE

Al

p.

2

42.829,680.788 00
185.018.7 30.090,00
194.542.438.480,00
422.390.849.355,00
676.729.920.458,00
{51.374.920.6%7,00)

52.374.920697,00
1.000.000.000,00
51.374.920697,00
0,00
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Pasal 2

-Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ] tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diringi lebih lanjut delm Lampiran I Peraturan Walikota ini.
.. Pasal 4
" Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walilota, irni.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapka.n dalam peraturan Ini dituangkan lebih lanfut dalam dokumen pelaksanaan anggamn
satuan kerja perangkat deerah sesual dengan ketentuan perundang- whdangan. :

Pasal 6

Belanja. Tﬁnggap Darurat delam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamatian dan ketertiban masyarekat, mengpunakan Belanja Tidak Terduga.

CPasal 7

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalm Pasal ]
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I§ dan ¥ dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal B
108 _'ratLu‘an Walikota Tual ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

i li‘\"1 #v"“

w“ﬁgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota i dengan menempatkannya dalam Berita
]jaerah Kota Tual

Ditetapkan i Tual
pada tanggal 31 Desember 2016

Diundangkan di Tual
pada t‘az:gga.l_ k| :Dcacmber 2016

T*LRAH KOTA TUAL,

220
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